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PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN TAHUN 2010-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional, kementerian/lembaga perlu menyusun dan
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun
2010-2025;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5050);
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. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4358)

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;

. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor PER.O7/MEN/1V/2011 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 253)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/1V/2011
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 227);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN
KETRANSMIGRASIAN TAHUN 2010-2025.

Pasal 1

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian Tahun 2010-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP,
yang penjabarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Menteri ini.

Pasal 2

RPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun sebagai arah dan
acuan bagi:

a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi;

b. penyusunan rencana/program pembangunan bidang ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian;

c. koordinasi perencanaan bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian dengan sektor;

d. pengendalian kegiatan pembangunan lingkup Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 3

RPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dipergunakan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian dalam kurun waktu 2010-2025 untuk mewujudkan
cita-cita dan tujuan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juli 2012

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAIMIN ISKANDAR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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